
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PF]MILIHAN UMUM KABUPAIEN KF]PULAUAN MERAN'I],

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum ssfagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 telrtang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai
politik peserta pemilihan umum anggota Dewal
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten / kota wajib memberikan laporan awal dana

kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana

kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam

bentuk !:apat umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum sela gaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Taht:n 2022 tentang Pembahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal
pengurus partai politik peserta pemilihan umum

tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat
kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal

dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai

batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang

bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan

sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang

bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (ll
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2023 tenrang Dana Kampanye Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada peserta

pemilihan umum yang diberikan sanksi pembatalan

dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat
pleno;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l8 Tahun

2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,

sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya;

e. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Nomor: O72/PL.OI.7-BA/l4lol2o24 tentang

Klarilikasi Partai Buruh Terkait Laporan Awal Dana

Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
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Mengingat

f. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor: O73/PL.OI 7-BA/1410/2024 tentang
Klarifikasi Partai Garuda Terkait Laporan Awal Dana
Kampanye Pemilihan Umum Ta}:un 2024;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembatalan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota f)ewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentaxg
Pemithan Umum (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor la2, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pen-rbahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1O Tahun
2O23 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 348);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 548)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2O Tahun 2O23 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBATALAN PARTAI

POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI TAHUN 2024.

Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabnpaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 terhadap:
1 Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak

mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilal Rakyat
F)aerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak
menyampaikan la.poran Awal Dana Kampanye

sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang; dan

2. Partai Politik yang tidak memiliki kepengumsan,
tidak mengajukan calon Ca-lon Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti dan tidak menyampaikan l,aporan Awal Dana
Kampanye sampai dengan tenggat waktu
ss[agairn4na dimaksud dalam ketentuan Pasal 334

ayat (21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

Nomor 15 Tahun 2O23 tentang Kampanye pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23

Nomor 816);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Inclonesia Tahun 2O23 Nomor
696);
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tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tenta.ng

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai

peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak
diikut sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di
seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan

Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih datam Pemilihan

Umum.

Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai

peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan

lnl

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 77 Jar.uan 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

{ t\

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAB N KEPULAUAN MERANTI

ilstx
srj

to)l r\
AFRI I MAHYU

ABU HAMID
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATALAN PARTAI

POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tidak
menyampaikan l,aporan AwaI Dala Kampanye.

1. PARTAIGARUDA

B. Tidak memiliki kepengurusan, tidak meneqiukan calon Anggota Dewan

Peru,akilan Ralifat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak
menyampaikan l,aporan Awal Dana Kampanye.

I. PARTAIBURUH

Ditetapkan di Selatpanj ang

pada tanggal 17 Jan:uari 2O24

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ABU HAMID
Salinan sesuai dengan aslinya

ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
N KEPULAUAN MERANTI

ttd
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IA MAHYU


